Menimbang

Mengingat

GUBERNUR

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 345 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS STANDAR HARGA SATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (4) Peraturan.

Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, bahwa standar harga satuan digunakan untuk
menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan
rancangan Perda tentang APBD;

. bahwa dalam rangka menyusun standar harga satuan
. sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pedoman

teknis standar harga satuan yang ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Pedoman Teknis Standar Harga Satuan;

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara

‘Republik Indonesia Tahun 2007 . Nomor 93, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

. Undang—Unda‘.ng Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178 1);

8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 2037);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN TEKNIS
STANDAR HARGA SATUAN.

Menetapkan Pedoman Teknis Standar Harga Satuan, yang
selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan
Standar Harga Satuan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Gubernur ini.

Pedoman Teknis Standar Harga Satuan merupakan pedoman
dalam pelaksanaan penyusunan Standar Harga Satuan untuk
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Unit SKPD).
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KETIGA : Biaya yan§ diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Gubernur
ini dibebafikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daetah
‘Provinsi Daerah Kiiusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen
Peleksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, '

KEEMPAT  : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada ta‘nggal.ditetapkare.

Pffda.’--ﬁ

B GUBERNURDAERAH KHUSUS
/[ {1BUKD 'j;;ﬁKA;‘RTA,

al22.¥ei 2024 =

Tembusan:

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris DPRD' Provinsi DKI Jakarta:
Inspektur Provinsi DKI Jakarta -
Para Kepala Dinas: Provinsi DKI Jakarta
Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta. :
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
Pard Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakairta
Para Walikota Provinsi DKI Jgkarta :
Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta ‘
.. Para Kepala Suku Badan/Suku Dinas/Kantor/Satuan Polisi Pamong Praja
.. Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DK} Jakartz
11. Para Camat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
12, Para Lurah Kelurahan Provinsi-DKI Jakarta :
13. Para Kepala UPT Badan/Dinas Provinsi DKj Jakarta
-14. Para Direktur RSUD Provinsi DKi Jakarta
15. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta ‘
16. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta

VPN SEWN K~



LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH

KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 345 TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS STANDAR HARGA SATUAN

PEDOMAN TEKNIS STANDAR HARGA: SATUAN

A. PEDOMAN TEKNIS

I.

DEFINISI

1.

10.

11.

Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena
jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah

Provinisi DKI Jakarta. o
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD
adalah tim yang bertugas menyiapkan  dan melaksanakan kebijakan
Gubernur dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
‘Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
unsur perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang
melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah.

Unit Satuan Kérja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Unit
SKPD adalah unit SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa
program, .

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD
adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta,

Unit Pengelola Manajemen Standar Belanja yang selanjutnya disingkat
UPMSB adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan operasional
dan/atau kegiatan penunjang tertentu pada BPKD.

. Bidang Anggaran terdiri dari Bidang Anggaran Kesejahteraan Rakyat,

Perekonomian dan Keuangan, dan Bidang Anggaran Pemerintahan,
Pembangunan dan Lingkungan Hidup adalah unit organisasi yang
melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan penunjang
tertentu pada BPKD. '

Pusat Data Informasi- dan Keuangan yang selanjutnya disingkat PDIK
adalah Unit Organisasi yang mengelola sistem elektronik standar harga
satuan, _

satuan barang/jasa dengan mempertimbangkan standar harga satuan
regional yang digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran,

Standar Harga Satuan’ yang selanjutﬂyé 'diSihgké.t 'SHS adalah harga

Agen Tunggal Pemegang Merek yang selanjutnya disingkat ATPM adalah
perusahaan nasional yang ditunjuk oleh perusahaan manufaktur pemilik
merek, untuk secara eksklusif mengimpor, memasarkan, mendistribusikan,
serta melayani layanan purnajual pada wilayah tertenty.



II.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

13. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana
pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana
pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi
bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan
rancangan APBD.

14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-
SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap
SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh
pengguna anggaran.

15. Penyelia adalah pelaksana yang diberikan tugas dalam unit organisasi
untuk meneliti usulan SHS atau kode rekening.

16. Sistem Elektronik adalah sistem yang digunakan dalam penyusunan
SHS.

PENYUSUNAN SHS
Penyusunan SHS dilakukan dengan proses sebagai berikut: .
A. Penyusunan Referensi Awal SHS

1. BPKD melakukan evaluasi terhadap data SHS yang digunakan dalam
penyusunan APBD tahun anggaran sebelumnya dengan memperhatikan
hal-hal sebagai berikut:

a. kesesuaian nama dan spesifikasi SHS dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. nama dan spesifikasi barang tidak merujuk ke tipe barang
tertentu, kecuali suku cadang dan bagian dari satu sistem yang
sudah ada;

c. uraian spesifikasi barang SHS tidak menggambarkan barang
tersebut;

d. kesesuaian satuan SHS dengan keluaran yang akan dicapai; dan
€. nama dan spesifikasi SHS yang merujuk pada SKPD/Unit SKPD
tertentu,

2. Hasil evaluasi data SHS dilakukan konfirmasi dengan SKPD/Unit
SKPD.

+ 3. Hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada angka 2’ dijadikan
- sebagai data referensi awal SHS yang akan digunakan dalam
penyusunan APBD. '

B. Pengusulan SHS

1. Mel.ca'nisme pengusulan SHS melalui sistem elektronik sebagai
berikut: :

a. Kepala BPKD membuka pengusulan SHS berdasarkan Surat
Edaran Sekretaris Daerah;

b. Kepala SKPD menugaskan operator dan perencana SKPD untuk
melakukan proses pengusulan SHS;



C.

d.

Kepala Unit SKPD menugaskan operator Unit SKPD untuk
mengajukan pengusulan SHS;

SKPD/Unit SKPD dapat mengajukan pengusulan SHS dengan
mencantumkan data/informasi sebagai berikut:

1) kodefikasi barang/jasa dan kode rekening;
2) gambar barang;

3) nama barang/jasa;

4) spesifikasi barang/jasa;

5) harga satuan barang/jasa;

6) Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
7) keterangan; dan

8) dokumen pendukung,

Perencana SKPD melakukan penelitian internal terhadap
pengusulan SHS yang telah diinput oleh operator SKPD/Unit
SKPD sebagaimana dimaksud huruf d. Usulan SHS yang sudah
sesuai lanjut ke tahap penelitian awal usulan SHS;

Penyelia UPMSB melakukan penelitian awal terhadap usulan SHS
dengan membandingkan kesesuaian antara data atau informasi
yang dicantumkan berdasarkan data pendukung yang diunggah
dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaky.
Hasil penelitian awal usulan SHS yang sudah sesuai lanjut ke
tahap persetujuan Kepala SKPD;

Kepala SKPD melakukan persetujuan atas usulan SHS dengan
mempertimbangkan kebutuhan SKPD. Hasil persetujuan Kepala
SKPD atas usulan SHS lanjut ke tahap cetak surat usulan SHS;

Perencana SKPD mencetak surat usulan SHS yang sudah -
divalidasi oleh Kepala SKPD. Surat usulan SHS yang dicetak terdiri
dari:

1) surat usulan (format terlampir);
2) lampiran surat usulan (format terlampir); dan
3) surat pernyataan tanggung jawab mutlak (format terlampir).

Surat pengusulan SHS sebagaimana dimaksud pada huruf h
dibubuhi meterai, tanda tangan Kepala SKPD dan stempel SKPD
lalu disampaikan ke BPKD oleh Perencana SKPD, dengan cara:

1) mengunggah pada sistem elektronik; dan
2) mengirim surat kepada BPKD.

Kepala Satuan Pelaksana UPMSB melakukan penelitian lanjutan
dengan membandingkan kesesuaian antara usulan SHS yang
tercantum dalam sistem elektronik dengan surat usulan yang telah
diunggah dengan  memperhatikan ketentuan  peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian lanjutan
usulan SHS yang sudah sesuaj lanjut ke tahapan penelitian
lanjutan oleh Kepala UPMSB;
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k. Kepala UPMSB melakukan persetujuan atas usulan SHS dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Hasil persetujuan usulan SHS oleh Kepala UPMSB yang
sudah disetujui lanjut ke tahapan persetujuan oleh Kepala BPKD;

l. Kepala BPKD melakukan persetujuan atas usulan SHS dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Hasil persetujuan usulan SHS oleh Kepala BPKD yang
sudah disetujui lanjut ke tahapan posting usulan SHS;

m. Penyelia UPMSB melakukan posting usulan SHS yang telah
disetujui Kepala BPKD;

n. Data usulan SHS yang sudah di posting menjadi rancangan
Peraturan Gubernur/ Keputusan Gubernur; dan

0. Rancangan Peraturan Gubernur/ Keputusan Gubernur yang
sudah ditetapkan sebagai dasar penyusunan APBD.

2. Dokumen pendukung dalam pengusulan SHS, antara lain:

a. Dokumen pendukung usulan SHS berupa barang dilengkapi
dengan 3 (tiga) dokumen pembanding yang bersumber dari:

1) katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(LKPP) Nasional;

2) katalog LKPP Sektoral;

3) katalog LKPP Lokal Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
Provinsi DKI Jakarta;

4) Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLAH) Regional Jakarta
khusus Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;

S) surat penawaran resmi dari penyedia yang ditujukan kepada
SKPD/Unit SKPD pengusul; dan :

6) website resmi pemegang merk dagang/official store pada
e-commerce.

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)
wajib ditambahkan dengan 2 (dua) dokumen pembanding lainnya
yang bersumber dari dokumen pendukung sebagaimana dimaksud
pada huruf a angka 1) sampai dengan angka 5).

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud huruf a angka 2)
sampai dengan angka 6) wajib menyertakan link sumber- data
(website) yang dapat diakses;

b. Dalam hal dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada
huruf a tidak dapat dipenuhi, maka dokumen pendukung dapat
bersumber dari 3 (tiga) hasil survei yang dilakukan SKPD dengan
melampirkan: '

1) surat tugas survei yang ditandatangani oleh minimal setara
Pejabat Administrator;

2) hasil survei yang ditandatangani dan dibubuhi stempel toko;
dan

3) dokumentasi kegiatan survei.
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c. Dokumen pendukung usulan SHS berupa suku cadang dan
emeliharaan dapat melampirkan 1 (satu) dokumen pendukung
Eerupa surat penawaran dari ATPM/Agen/Distributor yang
ditujukan kepada SKPD/Unit SKPD pengusul dengan melampirkan:

1) Surat Keterangan Terdaftar sebagai ATPM yang diterbitkan
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia; atau

2) Surat dukungan sebagai agen/distributor atau Letter of
Agreement (LOA) dari ATPM/Principal.

d. Dokumen pendukung usulan SHS yang berasal dari ketentuan
peraturan perundang-undangan, asosiasi berbadan. hukum
dan/atau kebijakan pemerintah daerah dapat melampirkan
minimal satu dokumen pendukung.

e. Dalam hal dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada
huruf a sampai dengan huruf ¢ tidak dapat dipenuhi, Kepala SKPD
dapat membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak terkait
kondisi di lapangan (format terlampir) dengan melampirkan
dokumen pendukung.

(memuat isi: identitas Kepala -SKPD, identifikasi kendala,
justifikasi, tanggung jawab, tanda tangan Kepala SKPD, meterai)

f. Dalam hal dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada
huruf ¢ tidak dapat dipenuhi, Kepala SKPD dapat membuat surat
pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf e dengan
}rilelampirkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada

uruf a.

C. Pemutakhiran SHS

1. Data SHS sebagaimana dimaksud pada angka romawi II huruf A dan
huruf B menjadi data referensi SHS dapat dimutakhirkan dengan
mekanisme sebagai berikut:

a. Pemutakhiran SHS melalui survei oleh penyedia jaSa survei
berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada angka romawi-II
huruf A dengan tahapan sebagai berikut:

1) melakukan rapat koordinasi persiapan survei;

2) melakukan kegiatan survei yang akan dilakukan oleh surveyor
independen; dan

3) melakukan Forum Group Discussion (FGD) atas hasil survei
~ pasar bersama SKPD/Unit SKPD dan surveyor independen.

b. Pemutakhiran SHS akibat pembaharuan ketentuan peraturan
perundang—undangan berdasarkan data sebagaimana dimaksud
pada angka romawi II huruf A dan huruf B dapat dilakukan oleh:

1) SKPD dengan cara sebagai berikut:

SKPD mengusulkan pemutakhiran SHS yang bersumber dari
ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Ketua TAPD
?.pt.) BPKD dengan melampirkan peraturan perundang-undangan
erbaru. '

2) BPKD dengan cara sebagai berikut:

BPKD bernota dinas kepada Ketua TAPD dengan melampirkan
ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru.

c. Pemutakhiran SHS berdasarkan surat resmi dari ATPM
sebagaimana dimaksud pada angka romawi II huruf B dapat
dilakukan oleh SKPD dengan bersurat kepada Ketua TAPD u.p.
BPKD dan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana
dimaksud pada angka romawi II huruf B angka 2 huruf c.
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2. Kepala BPKD bernota dinas kepada Ketua TAPD untuk memohon
persetujuan terhadap hasil pemutakhiran SHS yang akan digunakan
dalam penyusunan APBD.

3. BPKD mengunggah hasil pemutakhiran SHS ke dalam sistem
elektronik. '

D. Penambahan Kode Rekening pada SHS

1. Penambahan kode rekening dilakukan terhadap SHS yang tersedia
dalam sistem elektronik namun belum memiliki kode rekening yang
sesuai dengan kebutuhan SKPD/Unit SKPD;

2. Pengusulan penambahan kode rekening pada SHS dapat dilakukan:

a,

b.

bersamaan dengan tahap pengusulan SHS dan Analisis Standar
Belanja;

bersamaan dengan tahap input anggaran pada sistem elektronik
(sesuai tahapan); dan

sebelum tahap input anggaran pada sistem elektronik yang
pengusulannya akan diatur melalui Surat Edaran Kepala BPKD.

3. Mekanisme penambahan kode rekening pada SHS sebagai berikut:

a.

b.

Staf SKPD/Unit SKPD melakukan penginputan usulan
penambahan kode rekening pada SHS melalui sistem elektronik;

pengusulan penambahan kode rekening pada SHS yang telah
diinput oleh staf sebagaimana dimaksud pada huruf a akan
terkirim ke akun perencana SKPD;

Perencana SKPD melakukan penelitian internal terhadap
pengusulan penambahan kode rekening pada SHS sebagaimana
dimaksud pada huruf b. Hasil penelitian internal tersebut berupa
persetujuan atau penolakan berdasarkan pertimbangan
kebutuhan SKPD; '

pengusulan penambahan kode rekening pada SHS "yang telah
mendapatkan persetujuan oleh perencana SKPD dikirim kepada
Kepala SKPD untuk mendapat persetujuan atau penolakan;

Kepala SKPD dapat menerima atau menolak usulan penambahan
kode rekening dengan mempertimbangkan kebutuhan SKPD;

Perencana SKPD mencetak surat usulan penambahan kode
rekening pada SHS berdasarkan hasil persetujuan kepala SKPD
sebagaimana dimaksud pada huruf e dengan rincian dokumen
sebagai berikut:

1) surat usulan SKPD (format terlampir);

2) lampiran surat usulan SKPD (format terlampir); dan

3) surat pernyataan tanggung jawab mutlak dibubuhi meterai
(format terlampir).

Surat pengusulan penambahan kode rekening pada SHS
sebagaimana dimaksud pada huruf f dibubuhi tanda tangan
Kepala SKPD dan stempel, lalu disampaikan kepada BPKD oleh
Perencana SKPD dengan cara; '

1) mengunggah melalui sistem elektronik; dan
2) mengirim surat kepada BPKD.
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IV,
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h. Pengusulan penambahan kode rekening pada SHS yang telah
terkirim ke BPKD diterima oleh akun penyelia Bidang Anggaran
untuk dilakukan penelitian awal berdasarkan surat usulan yang
telah diunggah melalui sistem elektronik dan memperhatikan
kesesuaian usulan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

i. Ketua Sub Kelompok Bidang Anggaran melakukan penelitian
lanjutan atas usulan penambahan kode rekening yang telah
disetujui Penyelia;

j. pengusulan penambahan kode rekening pada SHS yang telah
mendapat persetujuan oleh Ketua Sub Kelompok Bidang Anggaran
terkirim ke akun Kepala Bidang Anggaran;

k. Kepala Bidang Anggaran melakukan penelitian lanjutan atas
usulan penambahan kode rekening telah disetujui Ketua Sub
Kelompok;

l. pengusulan penambahan kode rekening pada SHS yang telah
mendapat persetujuan oleh Kepala Bidang Anggaran terkirim ke
akun Kepala BPKD;

m. Kepala BPKD melakukan persetujuan atas usulan penambahan
kode rekening pada SHS yang telah ~disetujui Kepala Bidang
Anggaran;

n. pengusulan penambahan kode rekening pada SHS yang telah
mendapat persetujuan oleh Kepala BPKD terkirim ke akun
penyelia Bidang Anggaran; dan -

o. Penyelia Bidang Anggaran melakukan posting atas usulan .
penambahan kode rekening pada SHS yang telah disetujui dengan
memperhatikan dokumen pendukung.

TANGGUNG JAWAB

A. Kepala BPKD bertanggung jawab menyajikan SHS yang digunakan
untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dalam penyusunan
rancangan Perda tentang APBD.

B. Kepala SKPD bertanggung Jawab atas pengusulan SHS, pemutakhiran
SHS dan penambahan kode rekening pada SHS.

PENETAPAN

SHS yang telah disusun ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A.

B.

C.

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan SHS.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf A secara teknis
dilakukan oleh BPKD,

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf A dilakukan oleh
Inspektorat selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)
melakukan reviu atas SHS sebelum ditetapkan.

BPKD dan Inspektorat melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada.huruf B dan huruf C kepada Gubernur.



B. FORMAT SURAT
I. SURAT USULAN

KOP SKPD
ID Surat : ....
Nomor H T
Sifat 3 ereseiinninanrens
Lampiran : Dua berkas
Hal : Usulan Standar Harga Satuan
Kepada
Yth. (Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Provinsi
DKI Jakarta)
di
Jakarta
Sehubungan dengan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah)* Tahun Anggaran ...., bersama ini kami sampaikan usulan
Standar Harga Satuan sebagaimana data terlampir.
Atas pertahian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima
kasih.
Jakarta,....
Kepala (Nama SKPD),
(Nama Jelas)
(NIP....ccovvviinnnn. )
[ BARCODE |

*coret yang tidak perlu




II. LAMPIRAN SURAT USULAN KEPALA SKPD

ID Surat : ....

Lampiran Surat Kepala (Nama SKPD)

USULAN STANDAR HARGA SATUAN UNTUK PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH/ PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH)* TAHUN ANGGARAN ...

. . Harga Kode Nama

No. Nama Spesifikasi Satuan Satuan Rekening Rekening

1.

2.

3.

4.

5.
dst

Jakarta,....
Kepala (Nama SKPD),
(Nama Jelas)
(NIP....covvinrinnnnnenn, )
[ BARCODE |

*coret yang tidak perlu
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Ill. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK USULAN SHS

KOP SKPD

ID Surat : ....

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama D
NIP D
Jabatan T

dengan ini menyatakan bahwa:

1.

Saya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap validitas dan kebenaran usulan
Standar Harga Satuan yang saya ajukan kepada Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam. rangka penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah)* Tahun Anggaran ...

- Segala hal yang berkaitan dengan data/informasi yang dicantumkan dalam

usulan Standar Harga Satuan menjadi tanggung jawab mutlak saya selaku
Kepala (Nama SKPD).

Surat surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur
paksaan dari pihak manapun dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,....

Kepala (Nama SKPD),

(meterai)

(Nama Jelas)
(NIP......cviinnnn.. )

[ BARCODE |

*coret yang tidak perlu
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IV. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK TERKAIT KONDISI DI

LAPANGAN

KOP SKPD

ID Surat: ....

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama S
NIP
Jabatan Tl

dengan ini menyatakan bahwa:

1.

Saya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua usulan penambahan
Standar Harga Satuan, perubahan harga Standar Harga Satuan dan
penambahan kode rekening pada Standar Harga Satuan yang saya ajukan
kepada Kepala (SKPD/Unit SKPD) dalam rangka Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran ... melalui sistem eharga.jakarta.go.id dengan
daftar usulan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari surat ini.

. Segala hal yang berkaitan dengan semua usulan penambahan Standar Harga

Satuan, perubahan harga Standar Harga Satuan, dan penambahan kode
rekening pada Standar Harga Satuan meliputi nama standar harga satuan,
spesifikasi standar harga satuan, satuan standar harga satuan, dan harga
standar harga satuan, adalah sesuai dengan harga pasar yang berlaku serta
memberikan lampiran dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan
dan merupakan tanggung jawab mutlak saya selaky Kepala (SKPD/Unit SKPD).

Demikian surat pernyataan ini, saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada
unsur paksaan dari pihak manapun dan untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Jakarta,....

Kepala SKPD,

(materai)

[ BARCODE |



12

C. ALUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR HARGA SATUAN

I. PENGUSULAN STANDAR HARGA SATUAN

aormwm s'rmmlum M'I'UAI PROVINSI DI JAKARTA

"2, |Membuka sistem |surat Edaran |30 Manit T |Sisten Tahap
hbﬂx’dﬂsa.rknn Surat Edaran Sekretaris SHS |pengusulan SHS
Sekretaris Daerah Dasrah dibulea
3. |Mengajukan usulan SHS 10 Menit per Data usulan SHS |Operator
SHS SKPD/ Unit
SKPD
i Ve semim - | ok P Rt s
|intemnal usulan SHs SHS
5. |Hasil penelitian internal (jika
ya lanjut ke 1n0.6, jika tidak
kembali ke no. 3}
6. |Malakukan pensiitian awai I 10 Msnit per Data usulan SHS | Penyslia UPMSE
usulan SHS SHS
7. |Hasil penelitian awal (jika ya
lanjut ke 10.8, jika tidalk
kembali ke no.3)
=il i ATt . Bk anatan it por SHS' [Data ienian SHS Kl SKPD
usulan SHS
" : RGNS R S B . - S
lanjut ke no. 10, jika tidak
kembali ke no.3)
"10. |Cetak surat usulan SHS |Data usulan SHS|5 Menit R gro surat  |Perencana SKPD
00c 1. Susat usuian
2. SPTUM
3, Data usulan
11. |Mengunggah surat usulan |susnt dengan eed |5 Menit' ' | Deta usulan SHS | Perencana SKPD |
yang sudah di bubuhi Doc dan stanpal
tandatangan kepsia SKPD ; mﬂ;‘“‘"‘
dis . (materai)
dan distsmpel 3. Data usulan
12. |Melakukan penelitian |Susatdenganttd |3 Menit per SHS |Data usulan SHS |Kasatpal UPMSE
lanjutan dan stempel
1. Sumt usulan
2. SPTJM (materai)
‘ 3. Data usulan
13. |Hasil penalitian lanjutan
Gika ya lanjut ke 1no. 14, jika
tidak kembali ke 110.3)
. S D y d_-n“,' ad g sliapaia vriass -
1. Sumt usulan
2. SPTUM (materai)
L PETR— 3.Mum
15. |Hasil persetujuan tiiica ya -
lanjut ke n0.16, jika tidalk
|icembali e 10.3)
"16. |Malakukan persetujian ’ ) S |Kapaia BPKD
lanjut ke no.18, jika tidak
kembali ke no.3)
18. ls\l:édnﬂmn posting usulan z:ttdmsm td (2 Memt per SHS ﬁél_a. SHS Penyelia UBMSE
E L unpd
DoC 1. Surat usulan
2. SPTIM (materai)
3. Data usutan
19, [Mambuat rancangen Data SHS 7 Hari Kar_]a Ruu:nngna
Paraturan/ Keputusan Doc Peraturan/
Gubernur tentang SHS Keputusan
Gubernur tentang
- [URT, S e e e ke e - ‘ SHS
20. |Penetapan Peraturan/ [ A Rencangan  |Sesusiproses  |Beratuson/ ~  |Poratama)’
Keputugen Gubarnur — Pematuran/ perbal tata Keputusan Keputusan
tentang SHS Keputusan naskah dinas Gubernur Gubemur tentang
Gubarnur tantang SHS SHS sebagai dasar
tentang SHS Panyusunan APBD
{*) Waktu pelaksanaan menggunakan asumsi sebagai bnn’kuf.-
- Waktu merupelcan durasi yang dibutuhi dal dcn ing 1 di ik dengen wilume usulan yang di aleh pelal
- Kondisi Pala} a tidak dalam icagiatan lain,

-umammmwmmmxm lanjut

- Tidak

in

P 1gAL

s aplikasi dan alat penunjang kantor Ininnya
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II. PENAMBAHAN KODE REKENING PADA STANDAR HARGA SATUAN

S0P PENAMBANAN KODE REKENING PADA STANDAR HARGA SATUARN

Pelaksana Baku Mutu
Bo. BReginton SEXDA/Eopala SKPD/UNIT : Keterangan
BPED BPED GEPD/BLUD SKPD PENGGABUNG Kelengkapan Waktn Output
1 Surat Ed Perbal Surat Edaran Sekretaric - Surat Edaran Sekretaris
Sekretaris Daecah/ ! Dasrah/Instrulcsi Selcrataris Dacrah
Instruksi Sekretaris Doc Desrah/ Surat Edaran Kepala ~ Instruksi Sekyetaris Dassah
|Daatah/ Surat Edaran BPED - Surat Edaran Kepala BFXD
Kopata BPKD
2. |Membuic tahapan usulan -7 - Burat Edaran Sekrotaris 30 Meait | Sistem elektonik Tahapan
berdazarkan Surat Edaran t / Dasrah pengusulan dibuka pengusulan
Sekretaris Daerah/ - Instrukasi Selretasis Dasrah Kods
Instruksi Sekretasis . - Burat Edaran Kopala BPKD Rekening
Dassah/ Susat Ederan
| Kepala BPED
3. |Mengajukan usulan
1. Mengajuken usulan 10 menit |Usulan melalui sistem ‘Opesator
malalui aloun staf par kode |elektronik SKPD/Unit
SKPD/Ugit SKPD/ rakaning SKPD/BLUD
BLUD
2. Melakukan penslitian 10 menit [Usulan melalui sistem Perencans
internal dan per kode [eloftronik SEFD
mengirimkan usulan ke relaning
Kepnia SKPD melalui Tidak
akun perencana SKFD ¥a
4. |Malakulan persetujuan S menit Lienﬁ\ium usulan melalui l&pnh SKFD |
usulan metalui akun Kepala (\ par koda |clektronik
SPKD rokening
Ya | Tidak
5. |Mencetak surat usulan 5 Menit |Surat usulan Kode Relening |Perencana
meolalui akun perencana . SKFD boserta Lampiran 8EFD
SKPD Doc Surat Usulan BEPD dan
Burat Pecnyatasn
Bertanggungiawab Mutlak
yang dibubuhi materai
6. |Menguanggah surat usulag Surat usulan Kode Rekening 5 Menit [Busat usulan Kode Rakening |Ferencana
yang sudah ditubuti ; SKPD beserta Lampitan Surat S8KPD dan Surat Pusnystaan |SKPD
tandatangan Kepala SKPD m Ugulan S8KFD dan Surat Bertanggungiawab Mutlak
dan stempel melalui akun Fernyataan Bartanggungjawab diunggah dalam sistem
perencana SKPD Mutlak yang dibubuhi materai elekeronik
7. |Meiakuian penslitian awal Surat usulan Kode Rekening 10 menit [Penslitian usulan melatui FPanyalia
usulan Kode Rakening ~ i SKPD beserta Lampiran Surat | per kode [sistem elokironik Bidang
msialui akcun penyelia — Tidak Usulan SKPD dan Burat relening Anggasan
Bidang Anggaran Ya Pemystasn Bestanggungijawab
Mutlak yang dibubuhi materai
diunggah datam sistem
elaktronik
8. |Malakulkesn penslitiaa Surat usulan Kode Rekaning 10 menit [Usulan yang sudah diteliti | Katua Sub
1nnj : SKPD besarta Lampiran Surat | pers kode Kelompok
1 Meakukan penelitian L\ Usulan SKPD dan Surat rekening Bidang
lanjutan melalui akun - Bestanggungjawalb Anggasan
Ketua Sub Kelompok . uml-kynng dibubuhi materai
a divmggah dalam sistem
elakctronik
H
2 llul.nknkm pannhun Surmat usulan Kode Rekening 10 monit |Usulan yang sudah ditelit Keopala
lagjutan melalui akun SKPD besasta Lampiran Burat | per kode Bidang
Kepala Bidang Anggesan Tidak Usulan SKPD dan Surat sekening Anggaran
a Pernyatasn Bertanggungjawab
Mutlak yang dibubuhi matersi
diunggat dalam sistem
elektronilc
9. |Melakukan persetujusn Surat usulan Kode Rekening 10 suanit |Usulan yang sudah disatujui | Kepala BFKD
melalui alun Kepala BPED <‘\ - SKPD beserta Lampiran Surat | per kode
— Tidak Usulan SEPD dan Surat rekening
Ya Pernyatasn Bert
Mutlak yang dibubuhi materai
diunggah dalam sistem
elektyonik
10. |SKPD Penggalung akan Notifikasi sister bahwa
notifikasi malatui asulan kode ing di
Sistom Elektronik bahwa relaning
usulan kode rekening ! ;
ditolak
11. |Melakukan posting usulan Usulan yang sudah disetuju 5 menit |Kode Relening yang Penyalin
IMMIWSB_ ming gelnli atoun Cj per kode [tersimpan dalun sistem. Bidang
penyelia Bidang Anggaran rekening |eloktronik Anggasan
12, |Eode rekeming yang Kode Rekening yang
disetujui tersedia didalam I Selesai II disetujui tersimpan dalam
Siztem Etektronik 3 dektronil
I* Waktu g bags b — —
-wnhumdnmmdbmm \
ses tah
disesuaikan doagan valume uluhn yang ditcrima olsh -
Pelaksans i / PJ/GUBERB{U X DAERAH KHUSUS
- kondisi Pelaksana tidak dalam kegiatan / M .
- usulan tidak ada yang pestu dikoaficmasi labis lanjut g/ & IBUKO A JAKARTA

- tidak mengalami kendals teknis seperti jaringan
internat, aplikaci dan alat pawunjang kuntor lsinnya




